BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 309 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar Pengelolaan
Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
sesuai dengan Undang-undang mengenai Keuangan Negara;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat
Nomor : 903-1051-2017 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan penyempurnaan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

c.
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2018;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 16 Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tah
Daerah Otonom Kabupaten
Sumatera Tengah (Lembaran

un 1956 tentang Pembentukag
Dalam Lingkungan Propinsi
Negara Republik Indonesia

o




10.

11.

12,

13.

Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas darn Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 2
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Peraturan Pemernntah Nomor Ho Tabhun 2005 tenting,

Santern
Informast heuangan  Daerah

(Lembaran Nepaoa Republhik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahoan Lemibaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebapammiana telah
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemernmtihy Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem

Informast Keuanpgan  Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomior
110, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Naomor
5155);

Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang,
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nepgara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan  dan
Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

tentang
Pemerintah

R




Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

95. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

77, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;

78. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinar dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp.
1.606.031.734.100,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 1.474.494.349.100,-
2. Belanja Daerah Rp. 1.561.531.734.100,-
Surplus/ (Defisit) Rp. (87.037.385.000,-)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp: 131.537.385.000,-
b. Pengeluaran Rp. 44.500.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 87.037.385.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0
Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 125.080.485.698,-
b. Dana Perimbangan Rp. 1.139.128.433.342,-
c. Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 210.285.430.060,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah Rp. 20.998.585.698,-

b. Retribusi Daerah Rp. 14.911.000.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Rp. 5.500.000.000,-
dipisahkan |

d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  Rp. 83.670.900.000,-




\ ¥ * "
HERNTIT lu-nm]».u.;«.m sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dar

IR pendapatan

o Dana Bapr Hasil Pajak/Bag Hasil Bukan Rp 22.756.352.342
Pojak ‘
b Dana Alokies Umuim Rp. KI8.100.134.000 -
( Dana Alokas Khusuas 2 D788 271 Q4" '
\ Rp. 278.271.947.000,-

(HLain-lan pendapatan yang, sah sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdirt dar jenms pendapatan @

a.  Hibah Rp. 8.219.000.000,-
b Dana Darurat Rp. 0,-
( Dana Bagt Hasil Pajak Rp. 47.600.678.060,-
d.  Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 154.465.752.000,-
¢ Bantuan  keuangan  dari provinsi  dan Rp. 0,~

pemerintah daerah lainnya

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a.  Belanja Tidak Langsung Rp. 964.418.784.735,82,-
b. Belanja Langsung Rp. 602.112.949.364,18,-

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 693.228.358.730,68,-
b. Belanja Bunga Rp. 6.860.399.826,-
c. Belanja Subsidi Rp. 0,-
d. Belanja Hibah Rp. 10.458.300.000,-
¢. Belanja Bantuan Sosial Rp. 200.000.000,-
f. Belanja Bagi Hasil kepada Rp. 4.723.309.989,-
Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa
g.  Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp. 235.871.464.475,-

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa
dan Partai Politik
h. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.500.000.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 77.115.602.466,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 244.599.516.371,97,-

c. Belanja Modal Rp. 285.974.782.241,35,-
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 131.537.385.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 44.500.000.000,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Rp. 68.500.000.000,-
(SiLPA) Tahun Sebelumnya

b. Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,-

¢. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Rp. 0,-
dipisahkan =

d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 63.037.385.000,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 0,-

f.  Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,-




(3)Pengeluaran sehagalmana dimaksud pada ayat (1)

pembiayaan .

a. Pembentukan Dana Cadangan Rp.
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah  Kp 16.500.000.(
Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang Rp 28.000.000
d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp.
Pasal 5

1. Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pen
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan

geluaran
dalam

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang

memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. bukan merupakan kegiatan norma
tidak dapat diprediksi sebelumnya,

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan/atau,

.
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

1 dari aktivitas Pemerintah Daerah dan

rangka

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;

Daerah ini yang

2. Lampiran Il Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi SKPD;

3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi

SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah,

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan,;

5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negara,

6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7.Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 1l

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Daerah ini seba
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

gai landasan operasional pelaksanaan



Peraturan Daerah init mulal berlaku pada tanpgal 1 Januarg 2014,

A oty ‘ nhii i ,

A_gifll’ geriap orang lllt’l);{f'l.lhlHnyd, memerintahkan  penpundangan Pera
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Pesioo

Selatan.

[)i?('tnl)kun[h Painan
P tAng il 15} Desember 2017
e — i

' BUPATI PH5[SIR SELATAN

Diundangkan di Painan
pada tanggal 99 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH

“\___ ERfZON
LEMBARAN QAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 9
NOREG PEHATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN — PROVINSI

SUMATERA BQ\RAT : §)/202 /2013




